PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

bahwa Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik telah
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor
503/Kep.961-DPMPTSP/2019, namun dalam
perkembangannya terjadi perubahan lokasi Mal
Pelayanan Publik, sehingga Keputusan Wali Kota

termaksud perlu diubah, untuk kemudian ditetapkan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 503/Kep.260-DPMPTSP/2021
TENTANG
PENETAPAN LOKASI MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA BANDUNG
WALIKOTA BANDUNG,
Menimbang a.
kembali dengan Keputusan Wali Kota;
b.
Publik di Kota Bandung;
Mengingat 1
Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112);

3. Undang-Undang ...
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Pelivatmne  Portediiane Meivmabie Terintegras  Sedarie
Lt o ile (Larbuian Megei Bepobdibe Tnadanesia Talin
Sera M ),

Pevatvann Proatden Mowor 97 Tabin 2014 tentang
Penvilomggn o Pelayanan Terpmda Sata Moty
(Lombiian Negaan Hepabdile  Tndonesis Tabin 2014
N A1),

Peratvivan Mentert Pondayagimaan Aparalor Hegara dan
Relovmpal  ralerasl Nomor 2% Tahun 2017 tentang
Penvelengginaann Mol Peliayinan Palilibe (Herita Hegara
Bephlile todvaesio Tadvn 2017 Hamar a7,

Povatian Menterd Didin Megerr Momor 158 Taban 2017
tontang Penyelenggarnnn Pelayiannn Terpada Sata Pintu
Daerah (Merita Negivcne Repablile Tndonesin Tabun 2017
Nomor 19ha0),

Peratuan Dacrah ot Bandung Nomor 10 Tabiun 2014
tentang Penyelenpparann Pevizinan Terpadu (Lembaran
Dacral Kot Bandung Tahon 2018 Nomor 10y,

Petaturan Wall Kot Bandung Nomor 78 Tahun 2020
tentang Petungule Pelalawmnaan Peraturan Dacrab Kota
Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan
Perisinan Terpadu (Berita: Daerah Kota Bandung Tahun
2020 Nomor 82),

MEMUTUSKAN .
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MEMUTUSKAN: S
Menetapkan
KESATU :  Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik di Kota Bandung.
KEDUA :  Lokasi Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, bertempat di Komplek Perkantoran Jalan
Cianjur Nomor 34 Kelurahan Kacapiring Kecamatan
Batununggal Kota Bandung.

KETIGA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.961-
DPMPTSP/2019 tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan
Publik di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEEMPAT . Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2021
WALI KOTA BANDUNG,
10D),
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
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NIP. 19631021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
Gubernur Jawa Barat;

Wakil Wali Kota Bandung;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;

Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
Inspektur Kota Bandung;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;

13. Para Lurah se-Kota Bandung.
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